BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BEMNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

fAHLUM AN LARAN UL

BURATI JEPARA,

Menimbang - bahwa memenuhi ketertuan Pasal & Peraturan Daeran  Nomaor 1
Tahun 2007 tentang Angoaran Penogpgtan dan Belanja Daerah
Tahun anggaran 2007, perlu ditstapkan Peraluran Bupali Jepara
tentang Perjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasicnal pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2007,

Meangingat 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Fembaniukan

[

Daeran-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins: Jawa
Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tantang Pajak Burmi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 3312) sebagaimana telsh divbah dengan Undang-
undang Nomar 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Reapubiik
Indonesia Tahun 1984 Namar 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2569}

Undang-Undang Momaor 18 Tahun 13937 tentang Pajak Daeran
dan Retricusi Dagrah (Lemparan Negara Repubhy Indonesia
Tahun 1997 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 3585) sebagaimana telan diubah dengan
Undang-undang MNomaor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2000 Nomor 246, Tambanhan
Lembaran Negara Repubiik Indonasia Momor 4048)

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1227 tentang Bea Ferolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3885]



Undang-Undang Momar 28 Tahun 1933 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan
Mepotisme (Lembaran Megara Republik Indonesia Tshun 1999
MNomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoer 3851);

Unaang-Undang MNeomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20032
Mamaor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran MNagara Republik Indonesia  Tahun
Z004Momor - 5, Tambahan  Lembaran  Megara  Republik

. Indonesia Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 4389

Undang-Undang Momar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44007

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister

11

12,

Ferencanaan Pembangunan NMasional (Lembaran Nagara
Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 4421,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pamerintahan
Uasrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momer 125 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonasia
Nomaor 4437) sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Memor & Tahun 2005 tentang Penstapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun
2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mamar 108
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Namaor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381

13.Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

FPembinzan  dan ' Pengawasan atas  Penyslenggaraan
Pamerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 4090)

[



14, Peraturan Pemerintah Nomoer 85 Tahun 20017 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indocnesia
Momor 4138);

15. Peraturan Pemerniah Nomaor 88 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 11%, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4138) ;

16 Peraturan Pemerntah  Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Paerwakilan Hakyat Daerah (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 20, Tambahan Lembaran Negara

. Repuklik Indonesia Nomer 4416), sebagaimana telah beberapa

' kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintan Nemaor 37
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006
Nomar 20, Tambazban Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4559);

7. Peraturan Pemerintah Nomaor 23 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemar 4502);

18, Peraturan Pemerintzh Momor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintanan (Lembaran MNegara Republik
Indansasia Tahun 2005 Nomoer 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Momar 4503)

18, Peraturan Pemerintab Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 136, Tambahan Lambaran Megara Republik Indonesa
MNamar 4574),

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenfang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 137, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomaor 4575);

21, Peraturan Pemenntah Naomar 56 Tahun 2005 lentang Sistam
Infarmasi Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4576);

22 Peraturan Pemerintah NMomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Takun 2005 Nomor
138, Tambzahan Lambaran Megara Republik Indonesia Nomar
4577,

23 Peraturan  Pemerintah Momor 58 Tahun 2005  tentang
Pengelalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 4578);

e



24. Peraturan Pemerintah Nomar 55 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima
{Lembaran MNegara HRepublik Indongsia Tahun 2005 Nomar
180, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
4585,

258 Paraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Paemerintahan
Dasrah (Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 2005
Mamar 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNamaor 4593);

28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Inslansi Pemearintah {Lembaran Megara

. Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nemer 25 Tambahan
Lembaran Megara Republix Indonesia Momar 4514},

=7 Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Padaman Pengelolaan Keuangan Daerah |

28, Peraturan Menteri Dalam MNegert Nomar 26 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belana
Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

20 Peraturan Dagrah Kabupaten Jepara Momaor 10 Tahun 2006
tentang  Pakok-pokok  Pengelolégn  Keuangan  Daerah
iLembaran Dasrah Kabupatan Jepara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerzh Kabupaten Jepara Nomaor 3),

30.Paraluran Daerah Kabupalen Jepara Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggotla Dawan
Parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah  Kabupaten JeparaTahun 2004 Nomor  23),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraluran Daerah Kabupaten Jepara Momar 13 Tahun
2006 (Lembaran Daeran Kabupalen Jepara Tanun 2006 Nomoer
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomaor 6);

31 Peraturan Dasrah Kabupaten Jzpara Nomor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deeran  Tahun
Anggaran 2007 | Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2007 Nomor 13;
MEMUTUSKAN |
Menetapkan . PERATURAMN BUPATI JEPARA  TENTANG PENJABARAN

AMNGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007

Fasal 1

Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tardin alas



1. Pendapatan,

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 53.900.233.000 -

b. Dana Perimbangan Rp. 536.307.201.000,-

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 66.908.508.000 -

Jumlah Pendapatan Rp. 657.115.940.000,-
2. Belanja

a, Belanja Tidak Langsung.
1) Belanja pegawai Fp. 265.261.755.000 -
2) Belanja bunga Rp. 300.000.000,-
3) Belanja subsidi Fp. .-
4y Belanja hibah Fp. 0.-
5) Belanja bantuan sosial Rp. 56.034.347.000.-
6y Belanja bagi hasil Rp. .-
7y Belanja bantuan keuangan  Rp. 22.351.700.000 -
8y Belanja tidak terduga Rp.  2.000.000.000 -

“' Rp. 345.847.802.000.-
b. Belanja Langsung.

|} Belanja pegawai Rp. 57.242.406.000 -
2} Belanja barang dan jasa Rp. 95.815.051.000,-
31 Belanja modal Rp. 180.273,128.000.-
Rp. 333.330.585.000,-
Jurniah Belanja Rp. 679.278,387.000 -
Defisit Rp. 22162447000 -
3. Pembiayaan.
a, Penerimaan Rp. 29%103.432.000,-
b, Pengeluaran Rp. 7.690.985.000 -
Jumlah Pembiayaan Neto Bp. 22162.447.000-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-
Fasal 2

Ringkasan Penjabaran APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran 71 Peraturan Bupati ini.

1.4



—

FPazal 3

Penabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran || Peraturan Bupati ini

Fasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Pasal &
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasran yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lekih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Ferundang-undangan.

FPazal &

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

i i
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan Pengundangan Peraluran Bupat
dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Pebruari 2007

Fil. BUPATI JEPARA,
SEKRETARIS DAERAH

Ir. M. EFFENDI, MSi.
Pembina Ulama Muda
MIF 010145748

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2z Poyas 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 4

]



